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KATA PENGANTAR

Bahwa atas puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan
Laporan aktualisasi dengan baik dan tepat waktu. Laporan aktualisasi yang dibuat
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terdapat hambatan serta terselesaikan tanpa adanya dukungan, arahan, bimbingan,
masukan serta nasehat dari beberapa pihak selama proses penyusunan rancangan
aktualisasi ini. Sebagai bentuk apresiasi, penulisan mengucapkan terimakasih
kepada:

1. Ibu Endah Sri Lestari, S.H., M.Si. selaku penguiji;

2. lbu Dra. Tanti Sumartini, M. Si. selaku Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang yang telah memberikan masukan, arahan, serta bimbingan
atas penulisan aktualisasi ini;

3. Bapak Muhammad Hagiki Noviar, S.P., M.M. selaku coach yang telah
memberikan pengarahan pada agenda aktualisasi ini;

4. Bapak Antonius Sam Turnip, S. H. selaku mentor aktualisasi yang memberikan
waktu serta tenaga membimbing dan memberikan arahan terhadap pembuatan
aktualisasi ini;

5. Para rekan analis di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;

6. Kawan-kawan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 2022 terkhusus di Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Bang Frans, Kak Ghina, Nadia,
dan Riri.

Seluruh pihak yang ikut serta dalam penyusunan laporan aktualisasi, yang tidak dapat
disebutkan satu persatu. Terhadap penyusunan laporan aktualisasi, penulis
menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga terhadap kritik serta
saran sangat diharapkan.

Jakarta, 3 Agustus 2022

Rum Irbah Tsabita, S. H.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demi mewujudkan pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional berkarakter
sebagai pelayanan masyarakat salah satu tahapannya adalah melakukan
aktualisasi pelatihan dasar Calon PNS. Tahapan aktualisasi ini merupakan bentuk
invisible dan visible atas pembelajaran yang hanya bersifat konseptual. Sebagai
bagian dari proses pembelajaran, tidaklah cukup hanya dengan aktualisasi dapat
menghasilkan karya yang sempurna, diperlukan langkah-langkah nyata yang
dilengkapi dimensi afektif atau kepekaan dan kepedulian atas permasalahan yang

terjadi, baik yang ditemukan dari kinerja individu, unit kerja, dan/atau, organisasi.

Berbagai tantangan yang kedepan akan semakin beragam, hal ini menjadikan
pentingnya kesiapan aparatur sipil negara dalam memecahkan persoalan tersebut.
Dorongan untuk bekerja secara profesional serta bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme harus dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi PNS.
Selain dari pada itu, perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi
menjadikan aksesibilitas semakin mudah untuk berhubungan dari suatu negara ke
negara lain, globalisasi ekonomi menjadi semakin nyata yang ditandai dengan
persaingan yang tinggi di tingkat internasional. ketentuan-ketentuan yang berlaku
secara internasional harus dapat diikuti oleh birokrasi kita dengan baik jika kita

ingign dapat memenangkan persaingan tersebut.*

Keterbukaan informasi tentunya menjadi pernan penting untuk berkembang
dan beradaptasi dari teknologi, tidak terkecuali atas informasi analisis dan evaluasi
undang-undang yang dibutuhkan oleh publik. Soal akses mendapatkan informasi
memang terpecahkan dengan adanya teknologi, namun akses ini tidak sekedar soal
keahlian mencari atau menyebarkan informasi tetapi juga terkait aspek etika,
dimana kita memiliki tanggung jawab moral dalam penggunaan informasi.
Tanggung jawab ini harus berdasar pada nilai respek atau penghargaan terhadap

harkat-martabat manusia dan hak asasi manusia.? Sehingga diperlukan kebijakan

! Fatimah, Elly. Irawati, Erna. Modul: Manajemen ASN, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2021), him.1
2 Amelia, Rizki. Modul: SMART ASN, (Jakarta: Lembaga Adminstrasi Negara, 2021), him. 43



yang tepat atas mekanisme keterbukaan hasil analisis dan evaluasi pemantauan

undang-undang yang dimaksud.

Penerapan nilai dasar ASN juga diamalakan dalam program aktualisasi ini,
yang cenderung dengan nilai berorientasi pada pelayanan. Sebagaimana Pasal 4
dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa asas-
asas pelayanan public yaitu: kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak;
keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan
perlakukan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan
khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan
keterjangkauan. Sehingga dapt diketahui pentingnya pelayanan publik khususnya
pada konteks ASN, yaitu: penyelenggara pelayanan public yaitu ASN/Birokrasi,
sektor privat, dan kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima
layanan.? Oleh karena itu aktualisasi menjadi penting sebagai pembelajaran dasar

dari penerapan nilai ASN.

Terhadap pembelajaran Agenda I, Il, dan Ill yang telah dilakukan maka
aktualisasi menjadi kendaraan untuk menganalisis dan meneliti isu yang menjadi
hambatan di dalam masyarakat serta unit kerja yang selanjutnya diperlukan
alternatif penyelesaiannya. Penting adanya alternatif penyelesaian terhadap isu
yaitu untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses hasil analisis dan
evaluasi pemantauan undang-undang sehingga wujud dari pelaksanaan core
values ASN yang mengetahui kebutuhan dari masyarakat. Kemudahan akses
digital yang ada pada setip gengaman individu dimanfaatkan dengan kecangihan
teknologi sehingga diperoleh kecepatan dan kemudahan akses informasi yang
sejalan dengan pembelajaran pada Agenda Il SMART ASN. Dengan demikian,
Penulis memilih untuk membuat aktualisasi yang berjudul “Peningkatan Layanan
Informasi Publik Terhadap Hasil Evaluasi Pemantauan Undang-Undang Di Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Melalui Pembuatan Mekanisme

Permintaan Eksternal”.
B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3 Aditya Mardin. Andi, Modul: Berorientasi Pelayanan; (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2021) him. 15



2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 24 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analais Pemantauan
Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
91/K.1/PDP.07/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar

Calon Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
93/K.1/PDP.07/2021 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil;

8. Peraturan Sekretariat Jenderal DPR Rl Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 24 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.

C. Tujuan
Tujuan pelaksanaan aktualiasi ini adalah:

a. Mampu mengidentifikasi penerapan nilai-nilai dasar bela negara,
BerAKHLAK, Manajemen dan SMART ASN di lingkungan Sekretariat
Jenderal DPR RI.

b. Mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara, BerAKHLAK,
Manajemen dan SMART ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

D. Manfaat
Manfaat dari Aktualisasi ini adalah:

a. Penulis dapat menginternalisasikan, menerapkan, mengaktualiasikan, dan
menjadikan kebiasaan untuk meningkatkan kompetensi pribadi serta

kontribusi kepada unit kerja;
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b. Penulis dapat memberikan berubahan yang positif terhadap unit Pusat

Pemantaun Pelaksanaan Undang-Undang.

11



BAB Il
PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Unit Kerja
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memiliki visi yaitu terwujudnya Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang professional dan akuntabel dalam
memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menyelenggarakan fungsi
pengawasan yang aspiratif dan akuntabel.
Demi mewujudkan visi tersebut maka unit kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang memiliki misi, sebagai berikut:

1. Memperkuat kelembagaana Pusat Pemantaun Pelaksanaan Undang-Undang
sebagi unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian
kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan
DPR di Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel,

2. Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam
penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang
professional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

3. Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-
undang yang professional, tepat eaktu, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan

4. Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-
Undang yang professional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

Dewan Perwakilan Rakyat Repubik Indonesia merupakan salah satu dari lembaga
negara yang membutuhkan dukungan dalam menjalankan fungsi serta tugasnya.
Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan instansi yang mendukung DPR RI dari dukungan
administarasi, persidangan, dan keahlian. Salah satu unit kerja dibawah Sekretariat
Jenderal DPR RI adalah Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang
mempunyai tugas mendukung kelancaran atas pemantauan pelaksanaan undang-undang
dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
Bahwa hal ini termaktubkan di dalam Pasal 302 Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI
Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan

12



Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor

6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Indonesia (“Persekjen 24/2021”). Adapun berdasarkan Pasal 303 Persekjen

24/2021, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menyelenggarakan fungsi:

a.

h.

Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan dan
penjamuan undang-undang dan pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi;
Pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan
penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
Pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;

Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undangundang di
Mahkamah Konstitusi;

Pelaksanaan tata usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
Penyusunan laporan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; dan
Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Berdasarkan Pasal 304 Persekjen 24/2021 tentang Perubahan atas Persekjen 6/2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terdiri atas Subbagian Tata

Usaha dan kelompok jabatan fungsional. Struktur organisasi sebagaimana terdapat dalam

lampiran Persekjen 24/2021 tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang
BADAN KEAHLIAN o) eSS AREeS S e S se S
|
|
1 I
BAGKN !
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|
[
L—;—l s
SUBBAGAN TATA UBAHA i oo ot renkinagd g
(Wi PELAPORAN BADAN s
PERANCANGAN UNDANG- S AKUNTABRITAS KEUANGAN geef PEMANTAUAN PELAKBANAAN
WA KAJAN ANGGARAN NEGARA PENELTAN UNDANG-UNDANG
[ = e T |
SUBBAGIAN TATA
‘SUBBAGIAN TATA ‘SUBBAGIAN TATA SUBBAGIAN TATA USAHA
USANA USANA PUSAT e vy o PUSAT PEMANTAUAN
UNDANG-UNOANG ANGGARAN e T L i

KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOX
JABATAN FUNGSIONAL SABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN RUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL
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C.Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan
Perundang-Undangan Legislatif (Permenpan 42/2020), bahwa tugas jabatan fungsional
analis pemantauan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang pengkajian evaluasi peraturan
perundang-undangan. Kemudian unsur kegiatan dari tugas jabatan fungsional analis
pemantauan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

a. Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;

b. Penanganan perkara pengujian undang-undang;

c. Analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji

materi; dan

d. Penyusunan database peraturan perundang-undang.
Pada pelaksanaan tugas pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
memiliki turunan tugas meliputi persiapan pemantauan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan serta pelaksanaan pemantauan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan turnan pelaksanaan tugas dari pokok penanganan perkara uji materil undang-
undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 meliputi persiapan dan analisis penanganan
perkara pengujian undang-undang serta penyusunan dan perbaikan konsep penanganan
perkara pengujian undang-undang. Turunan tugas atas pokok analisis undang-undang
atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi meliputi penyusunan konsep
analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi.
Kemudian turunan tugas atas tugas pokok penyusunan database peraturan perundang-
undangan yaitu penyusunan data peraturan perundang-undangan dan penyusunan data
undang-undang atau peraturan perundang-undangan paska putusan Mahkamah

Konstitusi atau Mahkamah Agung.
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BAB Il
PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. Identifikasi Isu

Laporan aktualisasi ini disusun berdasarkan identifikasi beberapa isu atau
permasalahan yang ditemukan dalam melaksanakan tugas sebagai analis
pemantau peraturan perundang-undangan legislatif pada Badan Keahlian DPR R,
yaitu Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Isu yang diangkat
bersumber dari individu, unit kerja, maupun organisasi. Isu-isu atau permasalahan
yang menjadi gagasan inovasi pada aktualisasi ini yaitu dengan berpandangan
terhadap pembelajaran Agenda I, Agenda I, dan Agenda Il pembelajaran LATSAR
CPNS Angkata IX Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR RI.

A.1 Belum Optimalnya Akses Publik untuk Mendapatkan Hasil Pemantauan

Undang-Undang

Sebagai bentuk keterbukaan yang diinginkan oleh masyarakat yaitu cepat dan
terpercaya. Kecepatan yang dicita-citakan sudah sangat terbantu dengan kehadiran
website sebagai platform, akan tetapi masih dirasakan bahwa kemudahan tersebut
belum menjamin ketersediaan hasil pemantauan undang-undang dapat diperoleh
dengan komprehensif. Sebagaimana perwujudan hasil kajian analisis dan evaluasi
pemantauan undang-undang selama ini yang diungah pada laman
https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/index-kajian  dilakukan  melalui, yaitu:
Infografis Undang-Undang, PPT Kajian dan Evaluasi Undang-Undang, dan Kajian
Akademik Undang-Undang yang dipantau. Informasi tersebut sudah cukup
membantu untuk memahami kondisi atas implementasi suatu undang-undang
secara ringkas akan tetapi bagi kalangan akademisi dan stekholder yang memiliki
keterkaitan erat untuk melakukan suatu inovasi atau riset dan penelitian maka
diperlukan referensi yang lebih luas serta kajian yang lebih mendalam. Hal ini dapat
saya buktikan dengan memberikan kuisioner atas aksesibilitas publik terhadap hasil
evaluasi pemantauan undang-undang yang menunjukan 75% responden
mengalami kesulitan memperoleh data dukungan hasil pemantauan undang-
undang dan 87,5% responden tidak mengetahui prosedur untuk memperoleh hasil

pemantauan undang-undang, responden yang mengisi kusioner merupakan
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kalagan akademisi baik dosen ataupun mahasiswa serta pidak-pihak yang

mayoritas berlatar belakang Pendidikan hukum.

Gambar 2. 1 Jawaban terhadap usioner aksesibilitas publik terhdap hasil
pemantauan pelaksanaan undang-undang

a Aksesibilitas Publik Terhadap Hasil Evaluasi Pemantauan Undang-Undang [ ¥r ® © o

an Jawsbon @ Sotelon

5. Apakah anda mengalami kesulitan memperoleh data dukungan hasil pemantayan [ Salin

undang-undang?
(3
® T

S~
6. Apakah saudara mengetahui prosedur untuk mempercleh hasil pemantauan 10 safin
ndar ng?

undang-undang:
aten

Saat ini buku lengkap atas kajian analisis dan evaluasi undang-undang hanya

oo
Sz

dapat diakses oleh internal DPR RI, hal ini dikarenakan kekhawatiran atas
penyalahgunaan data ataupun ketakutan apabila data yang dibuat dengan
penelitian empiris diubah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terhadap
penggunan hasil pemantauan undang-undang yang digunakan sebagai referensi
dan sumber utama penelitian atau riset diharapkan muncul inovasi dan alternatif
gagasan yang dapat digunakan pada pembaharuan atau perubahan undang-
undang yang jelas bermanfaat bagi kemajuan bidang hukum perundangan-
undangan bahkan sampai kepada mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur

sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh sebab itu apabila belum terdapat kemudahan akses untuk memperoleh data
hasil analisis dan evaluasi undang-undang oleh para akademisi serta peneliti
dikhawatirkan tidak ada inovasi serta perubahan yang lebih baik. Pelaksanaan dari
kemudahan akses untuk memperoleh data hasil analisis dan evaluasi oleh
masyarakat ini sejalan dengan upaya keterbukaan serta akuntabilitas unit atas
amanat fungsi dan tugas berdasarkan Pasal 302 dan Pasal 303 Persekjen No. 6
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Perlu
dipahami bahwa para analis perlu untuk dapat saling bergotong royong membantu
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dan mendukung koordinasi pihak masyarakat untuk memperoleh data hasil analisis
dan evaluasi undang-undang, disamping itu diperlukan standar mekanisme
permintaan data hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-undang yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dimengirimkan
surat kepada kepala pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang kemudian
tembusan kepada koordinator bidang pemantaun undang-undang serta sekretariat
alat kelengkapan dewan (AKD) selaku bidang undang-undang yang dipantau dan
file yang dimintakan hanya dapat dikirimkan oleh email unit Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang, sehingga akses publik terhadap informasi mudah
serta aman disisi lain hasil tugas para analis pemantauan peraturan perundang-

undangan legislatif dapat bermanfaat.

Permasalahan ini nantinya akan mengandalkan pengimplementasian dari Agenda
Il yaitu terkait dengan SMART ASN, dimana saran teknologi informasi
dipergunakan untuk meningkatkan kinerja serta output pelaksanaan tugas dan
fungsi unit Puspanlak UU. SMART ASN yang salah satu kegiatannya yaitu
implementasi dan implikasi literasi digital akan teraplikasikan dalam penggunaan
media sosial, akun e-mail unit Puspanlak, serta website sebagai database dari hasil
pemantauan undang-undang. Sehingga PNS pada unit Puspanlak UU mampu
mengimplementasikan materi literasi digital pada kehidupan sehari-hari serta
membangun sikap dan prilaku yang seuai dengan kecakapan, keamanan, etika, dan

budaya dalam bermedia digital.

A.2 Belum Optimalnya Informasi Kegiatan Unit Puspanlak UU Kepada Publik

Fungsi dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana
termaktub dalam Pasal 302 Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Indonesia (“Persekjen 24/2021”) untuk melaksanakan fungsi dimaksud serta

mewujudkan visi Puspanlak UU tentu terdapat agenda-agenda yang telah disusun.
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Sebagai bukti pelaksanaan agenda berjalan sesuai rencana tentu di perlukan media
sebagi evidence, lebih dari itu maksud dari dokumentasi juga sebagai bentuk
keterbukaan dan tolak ukur perkembangan dari suatu organisasi. Informasi
kegiatan unit yang dimaksud adalah info agenda unit sebagaimana para analis
pemantauan pelaksanaan undang-undang memiliki 4 tugas pokok sesuai
Permenpan 42/2020 yang dapat diinformasikan kepada publik. Hal ini dapat dilihat
bahwa pada laman website publikasi agenda sebatas pada galeri foto dan informasi
kalimat contoh “Pemantauan Pelaksanaan UU No 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana”.

Gambar 2. 2 Menu Galeri Kegiatan Unit Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang

BKD BERANDA

Album Foto

TN O ) T
= |U1N\M & ,

TENTANG - SIPANLAKUU - SIPERLAK UU - SITERANG - SIMAS PANLAKUU INFOGRAFIS

Pemantauan Pelaksanaan UU No. 3
Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional

Quick Wins (program percepatan)
Reformasi Birokrasi PAN-RB

Pemantauan Pelaksanaan UU No 20
Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

Pemantauan Pelaksanaan UU No. 24
Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial

Pemantauan Pelaksanaan UU No. 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pemantauan Pelaksanaan UU No. 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana

Kegiatan Analis Hukum (Analis
Pemantauan Undang-Undang) Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang- ,{

Undang

(
Pemantauan Pelaksanaan UU No. 40

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional

Pemantauan Pelaksanaan UU No. 7
Tahun 2012 tentang Penanganan
Konfiik Sosial

Pemantauan Pelaksanaan UU No. 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Seminar Nasional Puspanlak BK DPR
RI

Permasalahan ini dipandang dapat memberikan dampak atas kurangnya daya
tarik masyarakat terhadap unit Pupanlak UU, tentu hal ini dapat membuat
masyarakat semakin apatis terhadap isu pemantaun undang-undang, baik dari
implementasi undang-undang, peraturan pelaksana atas tururnan undang-undang,
dan perubahan norma undang-undang akibat putusan pengujian materil di
Mahkamah Konstitusi. Diperlukan upaya perbaikan publikasi atas agenda kegiatan
Puspanlak UU baik dengan mengembangkan platform publikasi melalui media
sosial bekerjasama dengan unit publikasi di Setjen DPR RI seperi bagian media

cetak dan media sosial, maupun pelatihan untuk membuat design menarik dan
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informatif. Selain itu, berikut contoh dari bentuk info kegiatan yang dikemas dalam

bentuk seperti objek dibawah ini.

Gambar 2. 3 Contoh Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan

BADAN KEAHLIAN DPR RI
Hridging the Research o the Role and Functions of Farkament
YEVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MARING®

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI

KEGIATAN
MS II Tahun Sidang 2021-2022
(01 - 12 November 2021)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
DIKELOLA OLEH:
TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.

L= ol

Konsistensi para analis juga dibutuhkan sehingga dokumen yang diunggah aktual
dan memikat masyarakat turut berkontribusi dan ikut mengawasi pelaksanaan
tugas dan fungsi Puspanlak UU. Permasalahan ini akan erat berkaitan dengan

berorientasi pelayanan, adaptif, harmonis, manajemen ASN, serta SMART ASN.
A.3 Terhambatnya Diskusi Pemantauan Undang-Undang

Terdapat proses dari kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang yang
biasa dilakukan oleh unit Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
diantaranya: Pembentukan tim kecil serta anggota, proses inventarisasi isu dari
undang-undang yang akan dipantau, menginventaris narasumber/ stakeholder
pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang yang dipantau,
melakukan diskusi dengan narasumber pusat, melaksankan diskusi dengan
narasumber di 3 daerah di Indonesia, tim kecil mengolah hasil diskusi untuk
mengambil hasil dari pemantaun undang-undang dengan wujud output sebagai
beriku: Buku kajian analisis dan evaluasi undang-undang, Infografis undang-

undang, PPT Kajian dan evaluasi undang-undang, dan kajian akademik undang-
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undang yang dipantau. Rangkaian proses pemantauan tersebut tidak akan berjalan
dengan lancar apabila tidak ada komunikasi yang baik khususnya kepada
narasumber atau stakeholder sebagai pelaku dari pelaksana undang-undang yang
dipantau, sehingga di perlukan kontak serta data untuk para analis dapat terhubung
dan memperoleh data kajian dari implementasi suatu undang-undang. Namun,
hingga saat ini para analis di pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang
masing mengalami kesulitan untuk menghubungi pihak-pihak stockholder tersebut
dikarenakan tidak adanya database stakeholder oleh sebab itu analis terbiasa
memulai komunikasi dari call canter Iembagal/instansi atau website
lembaga/instansi sehingga menyebabkan tidak efektif dan efisien waktu. Berikut
fakta atas data kontak narasumber yang tergolong belum terisi akibat tidak

diketahuinya kontak person atau narahubung.

Gambar 2. 4 Penanggung Jawab Narasumber pada Pemantaun Undang-
Undang Jaminan Produk Halal

P] NARASUMBER PUSAT
UU 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
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Iumat. 22 [uyli 2022 Yusuf
14.00 WIB Harizante
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Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kendala komunikasi tersebut telah
mempengaruhi terhambatnya diskusi pemantauan undang-undang Yyang
berdampak pada pelaksanaan tugas pokok sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (1)
huruf a Permenpan 42/2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan
Peraturan Perundang-Undangan Legislatif. Diperlukan solusi yang dapat
mempermudah proses komunikasi dengan pembangunan sistem database kontak
narasumber, disamping itu kerjasama para analis untuk melengkapai data kontak
instansi/lembaga yang tentu akan memajukan dan memberikan kontribusi
kelancaran tugas dan fungsi unit, lebih dari pada itu database yang dibuat dapat

dijadikan rujukan bagi para pejabat fungsional ataupun administrasi di lingkungan
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DPR RI, sehingga nilai ASN untuk saling berkolaboratif dapat terimplementasikan.
Penggunaan sarana dan prasarana yang telah ada seperti Cloud DPR RI dapat
digunakan sebagai platform penyimpanan dengan demikian optimalnya sarana
digital ini sangat mengimplementasikan SMART ASN yang masuk kedalam
pembelajaran LATSAR CPNS pada Agenda lIl.

. Penetapan Isu Prioritas
B.1 Teknik Analisis Isu

Berdasarkan atas pemetaan dan identifikasi isu yang telah dipaparkan,
diperlukan proses analisis isu untuk menentukan isu yang menjadi prioritas untuk
dicarikan alternatif pemecahan masalah oleh penulis. Penulis menggunakan Teknik
tapisan isu USG (Urgency, Serioussness, Growth), dimana Urgency adalah
seberapa serius isu harus sibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness
adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan
ditimbulkan, dan Growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu
tersebut jika tidak ditangani segera. Pada Teknik analisis tapisan isu meliputi sangat
USG dan tidak sangat USG.

B.2 Pemilihan Isu Prioritas

Table 1 Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

N I Kriteria | Jumlah | Priorita
su
UlS|G Nilai S

1 Isu Ke-1 Belum Optimalnya Akses Publik untuk 4153 1
Mendapatkan Hasil Pemantauan Undang-Undang

Isu Ke-2 Tidak Optimalnya Informasi Kegiatan Unit
2 | puspanlak UU Kepada Publik 3132 8 1l

Isu Ke- 3 Terhambatnya Diskusi Pemantauan

Undang-Undang

Table 2 Keterangan Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

Skor Kategori Indikator
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Sangat Urgent

Harus diselesaikan dalam

> waktu 1 bulan
4 Urgent Harus diselesaikan dalam
waktu 3 bulan
Cukup Urgent Harus diselesaikan dalam
Urgency 3
waktu 6 bulan
) Kurang Urgent Harus diselesaikan  dalam
waktu 9 bulan
1 Tidak Urgent Harus diselesaikan dalam
waktu 12 bulan
5 Sangat Serius Dampak terhadap Masyarakat
4 Serius Dampak terhadap Instansi
SN 3 Cukup Serius Dampak terhadap Biro
2 Kurang Serius Dampak terhadap Unit Kerja
1 Tidak Serius Tidak berdampak terhadap
apapun
Sangat Berkembang Ada peningkatan permasalahan
5 dalam kurun waktu 3 bulan
terakhir
Berkembang Ada peningkatan permasalahan
4 dalam kurun waktu 6 bulan
terakhir
S—. Cukup Berkembang Ada peningkatan permasalahan
3 dalam kurun waktu 9 bulan
terakhir
Kurang Berkembang Ada peningkatan permasalahan
2 dalam kurun waktu 1 tahun
terakhir
1 Tidak Berkembang Ada peningkatan lebih dari 1

bulan terakhir

B.3 Rumusan Isu

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan tugas pasti terdapat resiko

juga hambatan yang akan ditemui pada suatu organisasi bahkan pada setiap
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individu. Permasalahan tersebut juga saat ini terjadi pada unit Puspanalak UU. Hasil
pemantauan undang-undang tidak dapat digunakan secara optimal oleh publik
merupakan salah satunya. Setelah mengamati dan menganalisis terdapat beberapa
hal yang menjadi pemicu yaitu: kurangnya dorongan keterlibatan para
penangungjawab undang-undang yang dipantau, ketidaktahuan masyarakat akan
mekanisme permintaan data kepada Puspanlak UU, dan juga tidak adanya
mekanisme permintaan dari pihak eksternal yang disediakan oleh Puspanlak UU itu
sendiri. Oleh karena itu, upaya penyelesaian masalah difokuskan kepada unit
internal terlebih dahulu yaitu Puspanlak UU, dimana pembuatan mekanisme alur
permintaan data oleh pihak eksternal terhadap hasil analisis dan evaluasi
pemantauan undang-undang dapat mempermudah akses publik untuk memperoleh
informasi. Sehingga, berdasarkan rumusan isu sebagaimana telah dilakukan
pemilihan berdasarkan teknik USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih adalah
“Belum Optimalnya Akses Publik untuk Mendapatkan Hasil Pemantauan Undang-

Undang”
. Penentuan Penyebab Terjadinya Isu

Terhadap penyebab dari permasalahan yang terjadi penulis menggunakan
teknik analisis isu mind map. Teknik tersebut mengakomodir analisis isu dengan
cara menguraikan isu utama menjadi bagian isu-isu yang lebih kecil. Hal ini
dilakukan untuk mendapatkan gambaran konkrit terkait pemecahan masalah
sehingga didapatkan temuan langkah-langkah penyelesaian yang efektif dan

efisien. Berikut digambarkan analisis isu menggunakan teknik mind mapping:

Gambar 1 Analisis Isu dengan Teknik Mind Mapping
E ketakutan akan penyalahgunaan 3
S i
pemantauan undang-undang lembaga lain
— 5 Lingkungan
a—
terbatas pada ningkasan

Kurangnya dorongan keterlibatan
penanggungjawab undang-undang
yang dipantau

Belum Optimalnya akses publik

untuk mendapatkan Hasil
Pemantauan Undang-Undang

Tidak adanya pengawasan
pembernian dokumen

Belum ada edaran terkait
mekanisme permohonan dokumen
pemantauan undang-undang
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1. Sistem
Permasalahan yang dikategorikan pada sistem yaitu saat ini di Puspanlak UU
belum terdapat pengawasan atas publikasi dari dokumen hasil pemantauan
undang-undang akibatnya keterbukaan informasi dari hasil pemantauan
undang-undang menjadi kurang optimal tentu hal ini juga memberikan dampak
negatif kepada unit secara tidak langsung, kemudian belum ada informasi
terkait mekanisme permohonan dokumen pemantauan undang-undang yang
mengakibatkan masyarakat kesulitan ingin mengakses data sedangan yang
tersedia secara online hanya data ringkasan, oleh karenanya lokasi tempat
penyimpanan digital yang diakomodir oleh website terbatas pada ringkasan
hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-undang.

2. Sarana & Prasarana
Pada hasil pemantauan undang-undang belum dapat digunakan secara optimal
oleh publik yang disebabkan sarana dan prasarana dalam hal ini yaitu karena
terbiasanya akun pribadi digunakan untuk mengirimkan hasil pemantauan
sehingga belum dapat terukur jumlah permintaan data serta terjamin keamanan
dari pihak yang memberikan maupun yang meminta, hal ini dapat berpotensi
disalahgunakannya data hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-
undang. Selain itu, terdapat kurang pengoptimalan penggunaan email unit
resmi Puspanlak UU terhadap pengirirman dokumen pemantauan undang-
undang, hal ini dikarenakan email terbiasa hanya sebagai tempat para analais
pemantauan perundang-undangan legislatif melaporkan atau menyimpan
bahan hasil pemantauan yang diperoleh dari diskusi para stekholder.

3. Manusia
Permasalahan yang diakibatkan oleh faktor manusia dalam hal ini yaitu
ketidaktahuan masyarakat atas mekanisme permintaan hasil analisis dan
evaluasi pemantauan undang-undang, kemudian ketakuan akan
penyalahgunaan dokumen pemantauan undang-undang, dan tidak adanya
yang menginisisasikan pengamanan terhadap arsip hasil analisis dan evaluasi
pemantauan undang-undang.

4. Lingkungan
Penyebab dari faktor lingkungan yaitu terdapatnya referensi pemantauan
undang-undang yang diinisiasikan lembaga lain sehingga masayarakat akan

merasa lebih mudah untuk mengakses. Selain itu, kurangnya dorongan
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keterlibatan penanggungjawab atas undang-undang yang telah dipantau,
dibutuhkan sosialisasi yang lingkup kepesertaan lebih luas dan menjangkau
para peneliti serta kalangan akademisi sehingga atas hasil analisis dan evaluasi
undang-undang menjadi lebih komprehensif dan bermakna luas.

D. Gagasan Pemecahan Isu

Ide untuk menemukan solusi atas pemecahan isu yang telah dibahas yaitu
membuat mekanisme terkait permintaan pihak eksternal DPR RI terhadap hasil
kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang, baik dari kalangan
akademis maupun stekhoder yang berkaitan dengan undang-undang yang
dipantau. Pembentuk dari pedoman alur mekanisme yang akan dibuat berupa surat
pengumuman dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang
melampirkan alur mekanisme permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi
pemantauan pelaksanaan undang-undang. Setelah mekanisme pembuatan alur
permintaan oleh pihak eksternal dibuat akan disosialisasikan melalui media sosial
unit Puspanlak UU. Rekomendasi ini juga sejalan dengan Agenda Il terkait SMART
ASN yang fokus dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kinerja serta
optimalisasi sarana yang berbasis teknologi yaitu website, media sosial, serta e-
mail unit sebagai media publikasi. Sehingga, dengan adanya alur mekanisme
permintaan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang
oleh pihak eksternal akan memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi
disamping itu kemanan yang akan lebih terjamin dengan terukurnya dan
diketahuinya jumlah, siapa, dan dengan tujuan apa penggunaan e-book hasil kajian

dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dimintakan.
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A. Rancangan Aktualisasi

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Identifikasi Isu

jelas;

1.Kurangnya pemahaman unit kerja mengenai keterbukaan informasi publik;
2.Belum ada mekanisme permintaan data hasil analisis dan evalauasi pemantauan undang-undang yang

3.Belum adanya sosialisasi terkait mekanisme permintaan hasil analisis dan evaluasi pemantauan
pelaksanaan undang-undang.

Isu yang Diangkat

Belum Optimalnya Akses Publik untuk Mendapatkan Hasil Pemantauan Undang-Undang

Gagasan Pemecahan
Isu

Pembuatan Mekanisme Alur Permintaan Pihak Eksternal atas
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

E-Book Hasil Analisis dan Evaluasi

Table 3 Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

Kontribusi Terhadap

NG Kegiatan Tahgpan output / Hasil Keterkaitan Sgbstansi T Penguatgn leai
Kegiatan Mata Pelatihan . Organisasi
Organisasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Penentuan Berkonsultasi 1. Laporan atas | Nilai Dasar ASN: Mendorong untuk | Berorientasi
mekanisme dengan senior perolehan Akuntabel terwujudnya kualitas | Pelayanan,
pembuatan alur | para analis informasi Melaksanakan pemilihan | analisis dan evaluasi | dikuatkan dengan

1. | permintaan  e- | pemantauan data/dokumen | terkait platform yang akan | pemantauan proaktifnya
book hasil kajian | peraturan yang dapat di | digunakan sebagai media | pelaksanaan  undang- | masyarakat untuk
dan evaluasi | perundang- jadikan bahan | pengiriman/penyebarluas | undang yang | memanfaatkan
undang-undang | undangan rancangan professional, hal ini
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Kontribusi Terhadap

NG Kegiatan Tahgpan output / Hasil Keterkaitan qustansi Tusiffujuan Penguatgn leai
Kegiatan Mata Pelatihan . Organisasi
Organisasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
oleh pihak | legislatif, mekanisme an dengan bertanggung | ditandai inisiasi untuk | hasil kerja unit
eksternal. koordinator alur dari | jawab dan cermat membuka aksesibilitas | Puspanlak.
pemantauan konsultasi publik atas hasil
undang-undang, . Laporan atas | Kompeten pemantauan  undang- | Akuntabel,
dan Kapus Panlak perolehan Melaksanakan koordinasi | undang; menguatkan
Uu. informasi dan survei dengan tujuan | Pada kegiatan ini | tanggung jawab
Survei platform data/dokumen | memberikan yang terbaik | kontribusi sejalan | dari  Puspanlak
yang akan yang dapat di | dan menjawab tantangan | dengan upaya akuntabel | UU terhadap
digunakan sebagai jadikan bahan | dari permasalahan atas kualitas analisis | tugas
media pengiriman rancangan dan evaluasi | pemantauan
dan mekanisme Harmonis pemantauan undang-undang.
penyebarluasan. alur dari survei | Kooridinasi dengan | pelaksanaan  undang-
platform; Kapus serta para analis | undang dengan | Kompeten,

. Dokumentasi untuk bersama-sama | memperhatikan keterbukaan atas
gambar membangun lingkungan | ketentuan peraturan | hasil pemantauan
kegiatan kerja yang kondusif perundang-undangan; membantu para
konsultasi. Hasil dukungan keahlian | analis untuk terus

Adaptif yang dilakukan atas | belajar  terlebih
Rencana dalam upaya | pemantauan undang- | adanya masukan

memberikan inovasi dan
mengembangkan sarana
pada unit kerja

Kolaboratif

undang yang semakin
optimal sehingga rakyat
yang membutuhkan
data pemantaun
menjadi terpenuhi;

dari pihak luar.

Harmonis,
terhadap

pemberian hasil
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No

Kegiatan

Tahapan
Kegiatan

Output / Hasil

Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan

Kontribusi Terhadap
Tusi/Tujuan
Organisasi

Penguatan Nilai
Organisasi

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Koordinasi juga waktu
untuk saling memberikan
kesempatan kepada para
analis untuk berkontribusi,
serta menggerakan
pemanfaatan sumber
daya yang tersedia pada
unit kerja

SMART ASN

Survei penggunaan
platform pengiriman hasil
analisis dan evaluasi
undang-undang tersebut
mengandalkan mesin
pencarian informasivserta
pemilahan data.

Perancangan
mekanisme alur
permintaan  e-
book hasil kajian
dan evaluasi
pemantauan
pelaksanaan

Menelusuri
ketentuan
perundang-
undangan terkait
ukuran/batasan
keterbukaan
publik.

1. Catatan atas
analisis
telusuran
ketentuan
perundang-
undangan

terkait

Nilai Dasar ASN:
Berorientasi Pelayanan
Mengerjakan rancangan
mekanisme dengan
memahami kebutuhan
masyarakat, serta
cekatan dan solutif.

Sosialisasi
dilakukan
akan

yang
diharapkan
mendorong
masyarakat proaktif
memberikan balasan
atas hasil pemantauan
undang-undang
sehingga  mendorong
masukan kembali data
implementasi
pemantauan yang harus
direkap oleh analis
pemantauan peraturan
perundang-undangan
legislatif;
Jangka Panjang atas
laporan dari program
aktualisasi ini  akan
meningkatkan dukungan
keahlian utamanya
pemantauan dan
pelaksanaan  undang-
undang.

pemantauan
maka secara
tidak langsung
menolong orang
lain yang
membutuhkan
disamping dapat
memberikan
solusi
persoalan
terjadi.

atas
yang

Loyal, hasil
pemantauan
undang-undang
yang  diberikan
tetap menjaga
rahasia negara.

Adaptif,
kemudahan
akses dengan
sarana digital ini
yang merupakan
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Kontribusi Terhadap

NG Kegiatan Tahgpan output / Hasil Keterkaitan qustansi Tusiffujuan Penguatgn leai
Kegiatan Mata Pelatihan . Organisasi
Organisasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
undang-undang | Menelusuri alur ukuran/batasa bentuk  proaktif
oleh pihak | mekanisme n keterbukaan | Akuntabel serta
eksternal. keamanan publik; Rancangan yang dibuat penyesuaian
platform untuk | 2. Catatan atas | tidak boleh ~membuka dengan
mengirim/menyeb informasi peluang ketidak jujuran, kebutuhan saat
arluaskan e-book keamanan ketidak cermatan dan ini.
hasil kajian dan platform yang | harus efektif dan efisien.
evaluasi digunakan Kolaboratif,
pemantauan untuk Kompeten diterimanya hasil
pelaksanaan mengirim/men | Rancangan yang dibuat pemantauan
undang-undang. yebarluaskan merupakan kegiatan undang-undang
Menyusun konsep e-book  hasil | tugas dengan kualitas oleh publik tentu
alur permintaan e- kajian dan | yang terbaik. membuka
book hasil kajian evaluasi kesempatan
dan evaluasi pemantauan Adaptif berbagai  pihak
pemantauan pelaksanaan Rancangan mekanisme untuk
pelaksanaan undang- alur diupayakan unutk berkontribusi.
undang-undang undang; berjalanan menyesuaikan
oleh pihak | 3. Draf  konsep | perkembangan.
eksternal. mekanisme
alur Loyal
permintaan e- | Upaya keterbukaan

book
kajian

hasil
dan

dengan mekanisme alur
permintaan dari pihak
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Kontribusi Terhadap

NG Kegiatan Tahgpan output / Hasil Keterkaitan qustansi Tusiffujuan Penguatgn leai
Kegiatan Mata Pelatihan . Organisasi
Organisasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
evaluasi eksternal tetap
pemantauan berpengangan  dengan
pelaksanaan ketentuan perundang-
undang- undangan dengan
undang; mengutamakan menjaga
. Dokumentasi rahasia jabatan dan
gambar negara.
kegiatan
penelusuran
keamanan
platform untuk
mengirim/
menyebarluask
an hasil
pemantauan
undang-
undang.
Finalisasi Melaporkan  dan | 1. Catatan hasil | Nilai Dasar ASN:
mekanisme alur | mengkonsultasika konsultasi draf | Akuntabel
3 permintaan e-|n draf alur alur Pelaksanaan finalisai
" | book hasil kajian | permintaan e-book permintaan dengan output surat
dan evaluasi | hasil kajian dan dengan edaran yang diterbitkan
pemantauan evaluasi koordinator oleh Kapus Panlak UU
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Kontribusi Terhadap

: Tah : K kai [ o P Nilai
No Kegiatan a gpan Output / Hasil eterkaitan qustan3| Tusi/Tujuan enguatgn .|a|
Kegiatan Mata Pelatihan . Organisasi
Organisasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

pelaksanaan pemantauan pemantauan merupakan bentuk

undang-undang | pelaksanaan undang- kewenangan dari jabatan

oleh pihak | undang-undang undang dan | yang dimiliki.

eksternal.

kepada
koordinator bidang
pemantauan
undang-undang
dan Kapus Panlak
Uu.

Melakukan
evaluasi draf
mekanisme  alur
permintaan  hasil
analisis dan
evaluasi
pemantauan
undang-undang.
Melaporkan hasil
mekanisme  alur

permintaan pihak
eksternal atas e-
book hasil kajian
dan evaluasi
pemantauan

Kapus Panlak
uu;

. Daftar catatan

perbaikan draf
mekanisme
alur permintan

e-book  hasil
kajian dan
evaluasi
pemantauan
pelaksanaan
undang-
undang;

. Hasil
perbaikan draf
alur
mekanisme;

. Surat
Pengumuman

Kapus Panlak
uu tentang

Harmonis
pada proses ini dilakukan
evaluasi yang mana
bentuk untuk membangun
lingkungan kerja yang
lebih baik.

Kolaboratif

Pemberian kesempatan
pada proses evaluasi
untuk menyempurnakan
kembali mekanisme alur
permintaan hasil analisis
dan evaluasi undang-
undang.

SMART ASN

Setelah diterbitkan surat
edan maka terjadi revolusi
perpindahan dokumen
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Kontribusi Terhadap

No Kegiatan Tahgpan output / Hasil Keterkaitan qustansi Tusiffujuan Penguatgn leai
Kegiatan Mata Pelatihan . Organisasi
Organisasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pelaksanaan mekanisme hasil analisis dan evaluasi
undang-undang alur pemantauan undang-
kepada Kapus permintaan e- | undang melalui dunia
Panlak UU. book hasil | digital.
Penerbitan  Surat kajian dan
Pengumuman evaluasi
Kapus Panlak UU pemantauan
atas mekanisme pelaksanaan
alur permintaan e- undang-
book hasil kajian undang;
dan evaluasi | 5. Dokumentasi
pemantauan gambar
pelaksanaan kegiatan
undang-undang. finalisasi
mekanisme
alur
permintaan e-
book hasil
kajian dan
evaluasi
pemantauan
pelaksanaan
undang-

undang.
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Kontribusi Terhadap

No Kegiatan Tahgpan output / Hasil Keterkaitan qustansi Tusiffujuan Penguatgn leai
Kegiatan Mata Pelatihan . Organisasi
Organisasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Melakukan Merancang 1. Infografis Nilai Dasar ASN:
Sosialisasi Infografis mekanisme Berorientasi Pelayanan
mekanisme alur | mekanisme  alur alur Sosialisasi  penyebaran
permintaan  e- | permintaan e-book permintaan e- | mekanisme permintaan
book hasil kajian | hasil kajian dan book hasil | sudah ditujukan untuk
dan evaluasi | evaluasi kajian dan | memberikan akses
pemantauan pemantauan evaluasi kemudahan kepada
pelaksanaan pelaksanaan pemantauan publik/stakeholder  atas
undang-undang | undang-undang pelaksanaan hasil pemantauan
oleh pihak | yang akan di undang- undang-undang.
eksternal. unggabh. undang;
4 Berkoordinasi 2. Catatan hasil | Akuntabel
' dengan admin koordinasi Bentuk transparansi serta
website Puspanlak dengan admin | kejujuran  atas  hasil
UU dan admin website  dan | pemantauan undang-
sosial media sosial media | undang secara
Puspanlak UU. milik bertanggung jawab.
Mengungah Puspanlak UU;
Infografis 3. Dokumentasi Kompeten
mekanisme  alur bukti unggahan | Ketika publik
permintaan e-book dari  website | mendapatkan hasil
hasil kajian dan dan media | pemantauan undang-
evaluasi sosial milik | undang maka secara
pemantauan Puspanlak UU. | langsung membantu
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No

Kegiatan

Tahapan
Kegiatan

Output / Hasil

Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan

Kontribusi Terhadap
Tusi/Tujuan
Organisasi

Penguatan Nilai
Organisasi

2.

3.

4.

5.

6.

7.

pelaksanaan
undang-undang
pada laman
website dan sosial
media Puspanlak
uu

pihak lain yang
membutuhkan kajian
dimaksud untuk belajar.

Kolaboratif

Pemberian kesempatan
kepada publik atas hasil
pemantauan undang-
undang akan
mempersuasi pihak-pihak
untuk berkontribusi dalam
proses legislasi nasional.

SMART ASN

Dunia digital merupakan
ruang tanpa batas
sehingga akses
penyebarluasan alur
permintaan hasil analisis
dan evaluasi undang-
undang menjadi lebih
efektif.

Melakukan

laporan hasil

Pengumpulan

data, bukti, serta

1. Kompilasi bukti
kegiatan

Nilai Dasar ASN:
Berorientasi Pelayanan
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Kontribusi Terhadap

No Kegiatan Tahgpan output / Hasil Keterkaitan qustansi Tusiffujuan Penguatgn leai
Kegiatan Mata Pelatihan . Organisasi
Organisasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
kegaiatan dokumen laporan Laporan yang dibuat bisa
aktualisasi. pendukung dari aktualisasi memancing perbaikan
hasil kegiatan yang tertuang | tiada henti dan menjadi
aktualisasi. dalam sumber referensi.
Menyusun laporan lampiran;
kegiatan. . Laporan Kompeten
Finalisasi laporan aktualisasi; Hasil laporan yang telah
dengan . Catatan hasil | dibuat diharapkan dapat
berkoordinasi koordinasi atas | bermanfaat bagi orang-
dengan mentor. finalisasi orang yang ingin belajar
laporan dan membuat aktualisasi.
dengan
mentor. Adaptif

Aksesibilitas publik atas
hasil analisis dan evaluasi
undang-undang dengan
dimudahkan melalui
sarana digital merupakan
suatu inovasi.

Kolaboratif
Laporan yang ditulis
diharapkan menjadi

35




Kontribusi Terhadap

: Tah : K kai [ o P Nilai
No Kegiatan a gpan Output / Hasil eterkaitan qustan3| Tusi/Tujuan enguatgn .|a|
Kegiatan Mata Pelatihan . Organisasi
Organisasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

bentuk sumber daya
untuk kemajuan bersama.
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B.Jadwal Kegiatan

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Table 4 Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan/
Tahapan Kegiatan

AGUSTUS

SEPTEMBER

OTOBER
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No

Kegiatan/

AGUSTUS

SEPTEMBER

OTOBER

Tahapan Kegiatan I

[\

I\
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Kegiatan/ AGUSTUS SEPTEMBER OTOBER

Tahapan Kegiatan v iy v pmpu v

book hasil kajian
dan evaluasi
pemantauan
pelaksanaan
undang-undang
kepada Kapus

Panlak UU.
d) Penerbitan Surat
Pengumuman

Kapus Panlak UU
atas mekanisme
alur permintaan e-
book hasil kajian
dan evaluasi
pemantauan
pelaksanaan
undang-undang.

Kegiatan Ke-4 Melakukan Sosialisasi mekanisme alur permintaan e-book hasil
kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak
eksternal.

a) Merancang
Infografis
mekanisme  alur
permintaan e-book
hasil kajian dan
evaluasi
pemantauan
pelaksanaan
undang-undang
yang akan di

unggah.
b) Berkoordinasi
dengan admin

website Puspanlak
UU dan admin
sosial media
Puspanlak UU.

c) Mengungah
Infografis
mekanisme  alur
permintaan e-book
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Kegiatan/ AGUSTUS SEPTEMBER OTOBER

Tahapan Kegiatan v iy v pmpu v
hasil kajian dan
evaluasi
pemantauan

pelaksanaan
undang-undang
pada laman
website dan sosial
media Puspanlak
uu

Kegiatan Ke-5 Melakukan laporan hasil kegaiatan aktualisasi.

a) Pengumpulan
data, bukti, serta

dokumen
pendukung  dari
hasil kegiatan
aktualisasi.

b) Menyusun laporan
kegiatan.

c) Finalisasi laporan
dengan

berkoordinasi
dengan mentor.
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BAB V

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan/ AGUSTUS

SEPTEMBER

OTOBER

Tahapan Kegiatan
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No

Kegiatan/
Tahapan Kegiatan

AGUSTUS

SEPTEMBER

OTOBER

LIV

I\
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Kegiatan/ AGUSTUS SEPTEMBER OTOBER

Tahapan Kegiatan v rjnpmpnprjpnpmiv

d) Penerbitan  Surat
Pengumuman
Kapus Panlak UU
atas mekanisme
alur permintaan e-
book hasil kajian
dan evaluasi
pemantauan
pelaksanaan
undang-undang.

Kegiatan Ke-4 Melakukan Sosialisasi mekanisme alur permintaan e-book hasil
kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak
eksternal

a) Merancang
Infografis
mekanisme alur
permintaan e-book
hasil kajian dan
evaluasi
pemantauan
pelaksanaan
undang-undang
yang akan di
unggabh.

b) Berkoordinasi
dengan admin
website Puspanlak
UU dan admin sosial
media  Puspanlak
Uu.

c) Mengungah
Infografis
mekanisme alur
permintaan e-book
hasil kajian dan
evaluasi
pemantauan
pelaksanaan
undang-undang
pada laman website
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Kegiatan/ AGUSTUS SEPTEMBER OTOBER

M Tahapan Kegiatan v rpnpmpnprjpnpmiv
dan sosial media
Puspanlak UU

5. | Kegiatan Ke-5 Melakukan laporan hasil kegaiatan aktualisasi.

a) Pengumpulan data,

bukti, serta
dokumen
pendukung dari
hasil kegiatan
aktualisasi.

b) Menyusun laporan
kegiatan.

c) Finalisasi laporan
dengan

berkoordinasi
dengan mentor.

Pada pelaksanaan agenda aktualisasi yang penulis lakukan terdapat
perbedaan waktu pelaksanaan, sebagaimana telah tergambarkan pada matriks
jadwal kegiatan diatas. Pada tahap kegiatan penerbitan surat pegumuman oleh
Kapus Panlak UU atas mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan
evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang berjalan dengan lebih
cepat dari jadwal yang di rencanakan dikarenakan penggunaan e-sign dan
sniper. Selain itu untuk tahapan kegiatan merancang infografis mekanisme alur
permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan
undang-undang pada pelaksanaannya memaan waktu lebih lama dari pada
estimasi pada saat rancanga aktualisas dibuat. Sebagaimana terdapat kendala
yaitu beberapa icon infografis yang berbayar sehingga terdapat watermark
yang dapat mengurangi estetika daripada infografis dengan demikian
diperlukan pencarian yang memakan waktu yang lebih lama untuk mencariicon
tanpa watermark. Selain itu penambahan gambar barcode yang juga menjadi
kendala dikarenakan keterbatasan waktu barcode yang tidak diketahui
sebelumnya oleh penulis yang menyebabkan beberapa dokumen terkait
permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan
undang-undang tidak dapat dibuka, sehingga dilakukan pembuatan ulang
barcode yang tidak memiliki keterbatasan waktu akses.
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B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

Aktualisasi ini terdiri dari 5 tahapan kegiatan, dimana masing-masing kegiatan
memiliki beberapa tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang dilakukan tentu
sejalan dengan mata pelatihan yang selama ini telah diberikan oleh Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI.

B.1 Kegiatan 1 Penentuan mekanisme pembuatan alur permintaan e-book
hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak
eksternal, dimana kegiatan ini memiliki 2 tahapan kegiatan pada agenda
kegiatan ini juga sejalan dengan mata pelatihan yaitu Nilai Dasar ASN,
diantaranya:

a. Akuntabel: Melaksanakan pemilihan terkait platform yang akan
digunakan sebagai media pengiriman/penyebarluasan dengan
bertanggung jawab dan cermat;

b. Kompeten: Melaksanakan koordinasi dan survei dengan tujuan
memberikan yang terbaik dan menjawab tantangan dari permasalahan;

c. Harmonis: Kooridinasi dengan Kapus serta para analis untuk bersama-
sama membangun lingkungan kerja yang kondusif;

d. Adaptif: Rencana dalam wupaya memberikan inovasi dan
mengembangkan sarana pada unit kerja;

e. Kolaboratif: Koordinasi juga waktu untuk saling memberikan
kesempatan kepada para analis untuk berkontribusi, serta menggerakan
pemanfaatan sumber daya yang tersedia pada unit kerja; dan

f. SMART ASN: Survei penggunaan platform pengiriman hasil analisis dan
evaluasi undang-undang tersebut mengandalkan mesin pencarian
informasivserta pemilahan data.

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 1: Berkonsultasi dengan senior para
analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif, koordinator
pemanataun undang-undang, dan Kapus Panlak UU.

Pada tahapan ini penulis banyak bertanya dan mencatat terkait output buku
hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang
merupakan produk triwuan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.
Hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang umumnya
dipilih berdasarkan undang-undang yang masuk dalam prolegnas prioritas

DPR RI. Output dari langkah kegiatan ini berupa catatan yang perlu
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diperhatikan serta ditindaklanjuti pada proses tahapan kegiatan selanjutnya.
Tahapan kegiatan ini sejalan dengan mata pelatihan yaitu Berorientasi;
Pelayanan; Akuntabel; Kompeten; Adaptif; Loyal; dan SMART ASN.

Gambar 5. 1 Konsultasi dengan senior para analis pemantauan

peraturan perundang-undangan legisltatif
Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 2: Survei platform yang akan digunakan
sebagai media pengiriman dan penyebarluasan.
Survei yang dilakukan dengan memperhatikan mayoritas penggunaan platform
yang digunakan oleh masyarakat maupun unit kerja, selain itu kemudahan juga
menjadi kriteria yang menjadi latar belakang pemilihan platform tersebut.
Platform yang jadi digunakan adalah “Google Mail/ Gmail”, penggunaan Gmail
yang relatif lebih sering dan umum digunakan disamping itu penulis juga
memperhatikan kemanan serta kelebihan yang disediakan oleh platform Gmail
tersebut. Keamanan dan kemudahan menjadi pertimbangan yang menjadi
keutaman dalam aktualisasi ini supaya terwujud dukungan informasi yang
lengkap, cepat, dan akurat. Tahapan kegiatan 2 ini sejalan dengan mata
pelatihan yaitu: Berorientasi Pelayanan; Akuntabel; Kompeten; Adaptif; Loyal;
dan SMART ASN.

Gambar 5. 2 Survei Platform media pengiriman dan penyebarluasan
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B.2 Kegiatan 2 Perancangan mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian
dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak eksternal,
dimana kegiatan ini memiliki 3 tahapan kegiatan yaitu tahapan kegiatan 3, 4,
dan 5. Pada agenda kegiatan ini juga sejalan dengan mata pelatihan yaitu Nilai
Dasar ASN, diantaranya:

a. Berorientasi Pelayanan: Mengerjakan rancangan mekanisme dengan
memahami kebutuhan masyarakat, serta cekatan dan solutif;

b. Akuntabel: Rancangan yang dibuat tidak boleh membuka peluang
ketidak jujuran, ketidak cermatan dan harus efektif dan efisien;

c. Kompeten: Rancangan yang dibuat merupakan kegiatan tugas dengan
kualitas yang terbaik;

d. Adaptif: Rancangan mekanisme alur diupayakan unutk berjalanan
menyesuaikan perkembangan;

e. Loyal: Upaya keterbukaan dengan mekanisme alur permintaan dari
pihak eksternal tetap berpengangan dengan ketentuan perundang-
undangan dengan mengutamakan menjaga rahasia jabatan dan negara;
dan

f. SMART ASN: Sebelum mengirimkan hasil analisis dan evaluasi undang-
undang kepada publik perlu memperhatikan kemampuan analis dalam
mengenali, mempolakan, menerapkan, menimbang, dan meningkatkan

sedaran kemanan digital.

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 3: Menulusuri ketentuan perundang-
undangan terkait ukuran/batasan keterbukaan publik.

Bahwa dilakukannya penelusuran ini dikarenakan selaku ASN yang melakukan
fungsi sebagai pelaksana kebijakan maka diperlukan landasan yang jelas dan
tepat sebelum melakukan kegiatan. Ketentuan perundang-undagan yang
ditelusuri diantaranya Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan
DPR RI. Landasan hukum yang jelas akan menjadikan aktualisasi ini tidak asal
dan benar berdampak pada kepuasan layanan masyarakat. Pada tahapan
kegiatan yang dilakukan ini sejalan dengan mata pelatihan sebagai berikut:
Berorientasi Pelayanan; Akuntabel; Kompeten; Adaptif; Loyal, dan SMART
ASN.
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Gambar 5. 3 Menelusuri ketentuan perudang-undagan
terkait ukuran/batasan keterbukaan publik

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 4: Menelusuri mekanisme keamanan
platform untuk mengirim/menyebarluaskan e-book hasil kajian dan
evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang.

Tahapan menelusuri mekanisme keamanan platform untuk
mengirim/menyebarluaskan ini yaitu menindaklanjuti dari apa yang telah
dilakukan pada tahapan kegitan ke 2 dimana file yang akan disebarluaskan
penting untuk memiliki kemanan. Langkah yang dilakukan sebagai upaya pada
saat mengirimkan yaitu dengan memberikan file dalam format pdf dan e-book
hasil kajan dan evaluasi pemantauan pelaksanaa udang-undang sudah
memuat watermark disetiap halamannya. Kelebihan dari format pdf juga
menjadi latar belakang mengapa format pdf dipandang paling cocok untuk
menjadi format ideal pada saat mengirimkan e-book hasil kajian dan evaluasi
pemantauan pelaksanaan undang-undang. Alasan pengamanan dalam
mengirim dan menyebarluaskan e-book hasil kajian dan evaluasi pelaksanaan
undang-undang yaitu agar data yang sampai kepada peminta menjadi akurat
serta terpercaya. Sehingga informasi yang akan diolah atau dipakai lebih lanjut
benar berguna dan tepat. Pada tahapan ini sejalan dengan pembelajaran yaitu
pelatihan: Berorientasi Pelayanan; Akuntabel, Kompeten; Adaptif; Loyal; dan
SMART ASN.
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Gambar 5. 4 Menelusuri mekanisme keamanan platform

pengiriman/penyebarluasan e-book
Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 5: Menyusun konsep alur permintaan e-
book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang
oleh pihak eksternal.
Pada tahapan ini alur yang dibuat menggunakan lembar identifikasi alur proses.
Pada lembar identifikasi alur proses tersebut dapat dijelaskan jenis kegiatan,
langkah-langkah atau prosedur tiap tahap permintaan e-book hasil kajian dan
evaluasi pemantauan pelaksanan undang-undang. Konsep alur yang dibuat
oleh penulis ini perpedoman seperti pada pembuatan lebar kerja identifikasi
kegiatan, akan tetapi lembar kerja identifikasi yang dibuat berbeda dengan
yang biasa digunakan untuk pembuatan standar oprasional pelaksanaan. Pada
tahapan ini sejalan dengan pembelajaran yaitu pelatihan: Berorientasi
Pelayanan; Akuntabel, Kompeten; Adaptif; Loyal; dan SMART ASN.
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Gambar 5. 5 Menyusun konsep alur permintaan e-

book hasil kajian dan evaluasi
B.3 Kegiatan 3 Finalisasi mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan
evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak eksternal,
dimana kegiatan ini memiliki 4 tahapan kegiatan yaitu tahapan kegiatan 6, 7, 8,
dan 9. Pada agenda kegiatan ini juga sejalan dengan mata pelatihan yaitu Nilai
Dasar ASN, diantaranya:

a. Akuntabel: Pelaksanaan finalisai dengan output surat edaran yang
diterbitkan oleh Kapus Panlak UU merupakan bentuk kewenangan dari
jabatan yang dimiliki;

b. Harmonis: pada proses ini dilakukan evaluasi yang mana bentuk untuk
membangun lingkungan kerja yang lebih baik;

c. Kolaboratif: Pemberian kesempatan pada proses evaluasi untuk
menyempurnakan kembali mekanisme alur permintaan hasil analisis
dan evaluasi undang-undang; dan

d. SMART ASN: Setelah diterbitkan surat edan maka terjadi revolusi
perpindahan dokumen hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-
undang melalui dunia digital.

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 6: Melaporkan dan mengkonsultasikan
draf alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan
pelaksanaan undang-undang kepada koordinator bidang pemantauan
undang-undang dan Kapus Panlak UU.

Setelah konsep alur mekanisme selesai menjadi suatu lembar identifikasi alur
proses maka langkah selanjutnya mengkonsultasikan kepada koordinator
bidang pemantauan undang-undang untuk mengetahui masukan atau koreksi
yang dapat memperbaiki kekurangan juga menambahkan hal yang belum
termuat sehingga diharapkan alur mekanisme dari permintaan e-book hasil
kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang berjalan dengan
efektif. Dilakukannya konsultasi ini juga sebagai upaya koordinator bidang
pemantauan pelaksanaan undang-undang untuk mengukur antusias dari
pemohon e-book agar kedepan dapat lebih dikembangan layanan permintaan
ini. Pada proses agenda ini terhubung dengan mata pelatihan yaitu: Akuntabel;
Harmonis; Kolaboratif; dan SMART ASN.
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Gambar 5. 6 Melaporkan dan mengkonsultasikan

draf alur pemintaan e-book
Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 7: Melakukan evaluasi draf mekanisme
alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan
pelaksanaan undang-undang.
Catatan yang didapatkan pada saat konsultasi dengan koordinator
pemantauan undang-undang kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan
dalam lembar identifikasi alur proses yang telah dibuat sebelumnya. Pada
proses agenda ini terhubung dengan mata pelatihan yaitu: Akuntabel;
Harmonis; Kolaboratif; dan SMART ASN.

{
e e

Gambar 5. 7 Evaluasi draf mekanisme alur permintaan e-book
Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 8: Melaporkan hasil mekanisme alur
permintaan pihak eksternal atas e-book hasil kajian dan evaluasi
pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada Kapus Panlak UU.
Kegiatan melaporkan hasil perbaikan kepada kepala pusat pemantauan
pelaksanaan undang-undang yaitu untuk menyempurnakan kembali alur

mekanisme permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan
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pelaksanaan undang-undang agar dapat diterima oleh publik dengan lebih
baik. Selain itu juga kesempatan untuk kepala pusat pemantauan pelaksanaan
undang-undang selaku penanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok para
analis pemantauan peraturan perundang-undang legislatif untuk mengkooreksi
segala kekurangan pada buku hasil kajian dan evalauasi pemantauan undang-
undang baik berkenan dengan isi substansi ataupun redaksi dan format
penulisan. Pada tahapan kegiatan yang dilakukan ini sejalan dengan mata
pelatihan yaitu: Akuntabel; Harmonis; Kolaboratif; dan SMART ASN.

Gambar 5. 8 Melaporkan hasil mekanisme alur permintaan
e-book kepada Kapus Panlak UU

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 9: Penerbitan Surat Pengumuman Kapus
Panlak UU atas mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan
evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang.

Penerbitan surat pengumuman dilakukan dengan SNIPER dan e-sign oleh
Kapus Panlak UU, sebagai bentuk pengesahan pembukaan layanan
permintaan pihak eksternal atas e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan
pelaksanaan undang-undang. Bahwa pada tahapan ini penulis memprediksi
waktu yang cukup lama, hal ini dikarenakan melibatkan pejabat pimpinan
pratama yaitu Kapus Panlak UU. Prediksi ini tidak sesuai dengan pelaksanaan,
bahwa waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ini justru lebih cepat dari apa yang
telah direncanakan. Sehingga penulis dapat menlanjutkan tahapan kegiatan

selanjutnya dengan lebih cepat. Pada tahapan kegiatan yang dilakukan ini
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sejalan dengan mata pelatihan yaitu: Akuntabel; Harmonis; Kolaboratif; dan
SMART ASN.

;E bundamerry Tu Pusp...

Selamat Sore Bu Mery. Izin bu ini
surat pengumuman yang saya buat.
Menurut saya ini paling cocok
terhadap maksud dan isinya. kiranya
ibu dapat menambahkan kop surat
beserta nomor suratnya bu A
Terimakasih Bu Mery @

. SURAT PEMBERITAHUAN.docx

B 77D KAPUS_SURAT PEMBERI...

Tata, ini belum di approved e-sig Ibu
Kapus ya

Siap bui terimaksih banyak yaa bu

Gambar 5. 9 Proses penerbitan Surat Pengumuman

B.4 Kegiatan 4 Melakukan Sosialisasi mekanisme alur permintaan e-book hasil

kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh pihak

eksternal, dimana kegiatan ini memiliki 3 tahapan kegiatan yaitu tahapan

kegiatan 10, 11, dan 12. Pada agenda kegiatan ini juga sejalan dengan mata

pelatihan yaitu Nilai Dasar ASN, diantaranya:

a.

Berorientasi Pelayanan: Sosialisasi penyebaran mekanisme permintaan
sudah ditujukan untuk memberikan akses kemudahan kepada
publik/stakeholder atas hasil pemantauan undang-undang;

Akuntabel: Bentuk transparansi serta kejujuran atas hasil pemantauan
undang-undang secara bertanggung jawab;

Kompeten: Ketika publik mendapatkan hasil pemantauan undang-
undang maka secara langsung membantu pihak lain yang
membutuhkan kajian dimaksud untuk belajar;

Kolaboratif: Pemberian kesempatan kepada publik atas hasil
pemantauan undang-undang akan mempersuasi pihak-pihak untuk
berkontribusi dalam proses legislasi nasional; dan

SMART ASN: Dunia digital merupakan ruang tanpa batas sehingga
akses penyebarluasan alur permintaan hasil analisis dan evaluasi

undang-undang menjadi lebih efektif.
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Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 10: Merancang Infografis mekanisme alur
permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan
undang-undang yang akan diunggabh.

Proses perancangan infografis menggunakan bantuan teknologi design serta
kretifitas icon dan warna untuk memberikan informasi yang menarik dari
pengambaran mekanisme alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi
pemantauan pelaksanaan undang-undang dengan memuat barcode yang
berisikan informasi format permintaan yang nantinya dikirimkan melalui email.
Akibat dari lebih cepatnya tahapan kegiatan sebelumnya, tahapan kegiatan ini
menjadi lebih awal. Namun demikian penulis tidak dapat memungkiri bahwa
pada tahapan ini memang terjadi kendala yaitu perubahan serta revsi karena
icon yang berbayar sehingga pencarian icon maupun design grafis yang tak
berbayar disisi lain tetap memandang estetika serta kemudahan bagi penerima
layanan. Sehingga informasi yang akan disampaikan terkait alur mekanisme
permintaa e-book menjadi jelas dan mudah untuk dilakukan. Mata pelatihan
yang sejalan dengan agenda tahapan kegiatan ini adalah: Berorientasi
Pelayanan; Akuntabel; Kompeten; Kolaboratif; dan SMART ASN.

ALUR MEKANISME e
PERMINTAAN PIHAK EKSTERNAL | ==
E-BOOK HASIL KAJIAN DAN EVALUASI =~
PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG -

BOVAKHLA( melaygni
T e bangsa

Gambar 5. 10 Proses merancang infografis alur mekanisme
permintaan e-book
Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 11: Berkoordinasi dengan admin website
Puspanlak UU dan admin sosial media Puspanlak UU.
Koordinasi yang dilakukan pada tahapan kegiatan ini yaitu mendiskusikan

caption juga hastag serta waktu yang tepat untuk mengunggah konten
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infografis pada website serta media sosial Instagram. Tahapan kegiatan ini
telah sesuai dengan rencana jadwal sebelumnya sehingga penulis sama sekali
tidak mengalami kendala yang berarti. Tahapan kegiatan ini merupakan suatu
implementasi atas mata pelatihan: Berorientasi Pelayanan; Akuntabel;
Kompeten; Kolaboratif; dan SMART ASN.

W[[ |

Gambar 5. 11 Koordinasi dengan admin website dan media

sosial Puspanlak UU
Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 12: Mengungah Infografis mekanisme
alur permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan
pelaksanaan undang-undang pada laman website dan sosial media
Puspanlak UU.
Pengunggahan Infografis pada website dilakukan sesuai dengan jadwal waktu
yang telah didiskusikan dengan admin media sosial unit kerja Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Pelaksanaan tahapan kegiatan ini
berjalan sesuai dengan harapan, selain dari pada itu story Instagram juga
dilakukan sebagai upaya untuk mendorong sosialisasi ini. Harapannya dengan
upaya sosialisasi media Instagram yang dinilai lebih banyak digunakan pada
zaman ini menambahkan pemahaman kepada masyarakat atas layanan
keterbukaan yang diinisiasi oleh unit Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang.Tahapan kegiatan ini merupakan suatu implementasi atas mata
pelatihan: Berorientasi Pelayanan; Akuntabel; Kompeten; Kolaboratif; dan
SMART ASN.
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Gambar 5. 12 Mengungah Infografis mekanisme alur permintaan e-

book
B.5 Kegiatan 5 Melakukan laporan hasil kegaiatan aktualisasi, dimana kegiatan
ini memiliki 3 tahapan kegiatan yaitu tahapan kegiatan 13, 14, dan 15. Pada
agenda kegiatan ini juga sejalan dengan mata pelatihan yaitu Nilai Dasar ASN,
diantaranya:
Berorientasi Pelayanan: laporan yang dibuat bisa memancing perbaikan tiada
henti dan menjadi sumber referensi;
Kompeten: Hasil laporan yang telah dibuat diharapkan dapat bermanfaat bagi
orang-orang yang ingin belajar dan membuat aktualisasi;
Adaptif: Aksesibilitas publik atas hasil analisis dan evaluasi undang-undang
dengan dimudahkan melalui sarana digital merupakan suatu inovasi; dan
Kolaboratif: Laporan yang ditulis diharapkan menjadi bentuk sumber daya
untuk kemajuan bersama.
Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 13: Pengumpulan data, bukti, serta
dokumen pendukung dari hasil kegiatan aktualisasi.
Setelah 12 tahapan kegiatan dilakukan maka penulis mengkompilasikan data,
bukti, serta dokumen yang digunakan sebagai lapora aktualisasi Latsar CPNS
DPR RI. Proses aktulisasi pada tahapan ini sejalan dengan mata pelatihan
yaitu: Berorientasi Pelayanan; Kompeten; Adaptif; dan Kolaboratif.
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Gambar 5. 13 Pengumpulan data, bukti, dan dokumen

pendukung aktualisasi
Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 14: Menyusun laporan kegiatan.
Penyusunan laporan kegiatan sesuai dengan format yang telah diberikan pada
saat mentoring serta coaching. Pelaksanaan tahapan kegiatan berikut ini
sejalan dengan mata pelatihan yang telah ditempuh vyaitu: Berorientasi

Pelayanan; Kompeten; Adaptif; dan Kolaboratif.

Gambar 5. 14 Menyusun laporan kegiatan

57



Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 15: Finalisasi laporan dengan
berkoordinasi dengan mentor.

Kegiatan untuk mengkoreksi baik format maupun tata bahasan penulisan
sebagai bahan pertanggungjawaban beserta penyiapan dokumen presentasi
saat menampilkan hasil aktualisasi pada penguji. Proses akhir dari tahapan
kegiatan aktualisasi ini sejalan dengan mata pelatihan yaitu: Berorientasi

Pelayanan; Kompeten; Adaptif; dan Kolaboratif.

Gambar 5. 15 Finalisasi laporan berkoordinasi dengan metor

C. Stackeholder

Pada rencana aktualisasi ini pihak-pihak yang akan terlibat antara lain:
Internal:

a. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;

b. Koordinator Pemantauan Undang-Undang;

c. Para Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legisltatif.
Eksternal:

a. Akademisi;

b. Masyarakat;

c. Pihak-pihak berkaitan dengan undang-undang.
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D. Perubahan Kondisi Setelah Dilakukan Aktualisasi
Sebelum program aktualisasi yang direncanakan dilakukan pada unit kerja
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI tidak diketahui
seberapa besarnya minta publik atas hasil kajian dan evaluasi pemantauan
pelaksanaan undang-undang yang dalah hal ini menggunakan media e-book.
Penulis dalam hal ini telah memperhatikan dan menyebarkan kusioner yang
telah dilakukan pada saat penentuan isu sebagaimana hasil kusioner yang
telah dijabarkan pada BAB llI, ternyata kebanyak dari mereka masih belum
mengetahui cara meminta, disisi lain mereka memiliki minat yang tinggi untuk
dapat memperoleh data serta informasi berkaitan dengan hasil kajian dan

evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang.

Perlu untuk diketahui penyebar luasan hasil kajian pelaksanaan pemantauan
pelaksanaan undang-undang yang dilakukan setiap triwulan berbentuk buku
cetak, dimana buku hasil kajian tersebut telah masuk dalam ISBN. ISBN sendiri
memiliki kepanjangan International Standar Book Number vyaitu kode
pengidentifikasian buku yang bersifat unik. Informasi tentang judul, penerbit,
dan kelompok penerbit tercakup dalam ISBN. ISBN sendiri memiliki fungsi
selain memberikan identitas juga membantu memperlancar arus distribusi buku
yang mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemesanan serta sebagai srana
promosi bagi penerbit karena informasi pencantuman ISBN disebarkan oleh
Badan Nasional ISBN di Indonesia maupun Badan Internasional yang

berkedudukan di London.

Perubahan dari media buku cetak yang cenderung menghabiskan kertas
dipandang tidak ramah lingkungan, tidak praktis untuk dibawa, dan besarnya
biaya cetak. Oleh karena itu setelah aktualisasi ini dijalankan maka akan lebih
banyak manfaat serta keuntungan yang tidak hanya memberikan dampak
postif pada masyarakat dengan terpenuhinya layanan keterbukaan publik,
sebagai solusi atas permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara serta
menjawab riset akdemis yang juga berdampak pada masyarakat. Ditambah
dampak postif pada efisiensi dan optimalnya anggaran dan juga upaya untuk

melindungi lingkungan.
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Setelah diterbikannya surat pengumuman sebagai pintu pembuka dari layanan
permintaan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan
undang-undang maka sudah terdapat infografis dari alur permintaan yang

dapat dilihat pada website https://puspanlakuu.dpr.go.id/ selain dari itu akun

sosial media Instagram @puspanlak_uu yang nantinya memandu para
pemohon untuk mendapatkan e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan

pelaksanaan undang-undang.

. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala
Pada saat pelaksanaan kegiatan aktualisasi diakui bahwa terdapat kendala
atau hambatan, sehingga penulis menguraikan kendala dari pelaksanaan

aktualisasi ini, sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait pengkategorian surat, hal ini berkaitan dengan
kewenangan penerbitan dari surat edaran yang sebelumnya direncanakan.
Bahwa surat edaran menurut Pasal 10 Peraturan Sekretariat Jenderal DPR
RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal
DPR RI itu memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap
penting dan mendesak serta ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal, baru
selanjutnya dapat melimpahkan kepada pejabat pimpinan tinggi madya.
Dikarenakan keterbatasan waktu jika menerbitkan surat edaran maka solusi
dari penulis yaitu memperhatikan kembali terkait tata naskah dinas yang
selanjutnya ditemukan terdapat Pasal 25 Peraturan Sekretariat Jenderal
DPR RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Sekretariat
Jenderal DPR RI sebagaimana surat pengumuman dipandang lebih efektif
dan efisien untuk menyampaikan informasi perihal mekanisme permintaan
e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang;

2. Pada pelaksanaan pembuatan infografis dari alur mekanisme permintaan
e-book hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang
beberapa kali mengalami perubahan dikarenakan icon yang digunakan
yang masih berbayar sehingga pemilihan platform icon yang tidak berbayar
memerlukan waktu yang relatif lebih lama, solusinya menyakan kepada ahli
atau sesorang yang fasih terhadap penggunaan aplikasi design; dan

3. Infografis yang telah dibuat memuat barcode yang setelah beberapa hari

dimuat justru tidak dapat dibuka, penyebab dari kendala tersebut adalah
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platform penyedia barcode memiliki limit masa aktif sehingga terdapat

perubahan barcode pada infografis. Oleh karena itu, penulis perlu membuat

baru link serta barcode yang gratis dan tidak memiliki limit waktu

pengaksesan.

F. Analis Dampak

Dampak dari dibukanya layanan publik atas e-book hasil kajian dan evaluasi

pemantauan pelaksanaan undang-undang diantanya, sebagai berikut:

1.

Hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-undang dapat

bermanfaat bagi masyarakat secara luas;

. Hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-undang dapat dijadikan

landasan atas inovasi dari proses penelitian masyarakat;

3. Terukurnya minat masyarakat atas pemantauan undang-undang;

4. Terjaminnya keamanan atas hasil analisis dan evaluasi pemantauan

undang-undang yang disebarluaskan;

Mendorong aspirasi adanya kritik dan saran yang dapat disampaikan
oleh para penerima hasil analisis dan evaluasi pemantauan undang-
undang;

Hasil kritik dan saran dari para penerima hasil pemantauan undang-
undang dapat menjadi bahan evaluasi bagi para analis pemantauan
peraturan perundang-undangan legislatif di Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang;

. Meningkatkan akuntabilitas unit Pusat Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang atas tanggung jawab dari tugas dan fungsinya.
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G. KESIMPULAN
Terbukanya layanan kepada masyarakat atas hasil kajian dan evaluasi
pelaksanaan pemantauan undang-undang dapat memberikan informasi yang
sangat berguna, baik pihak yang memiliki profesi berkaitan dengan undang-
undang atau akademisi bahkan masyarakat secara nasional. Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang juga berupaya sebagai supporting
system terkhusus dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR RI, akan
semakin optimal jika output kinerja pada pemantauan pelaksanaan undang-
undang terus diminati dan diapresiasi oleh pihak eksternal. Program aktualisasi
ini sejalan dalam mewujudkan core value ASN dan SMART ASN, dilakukan
dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, keterbukaan atas data dan
informasi yang juga sejalan dengan akuntabel, serta pemanfaatan platform
media sosial sebagai bagian dari aktualisasi ini sendiri. Dengan demikian,
kinerja analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif semakin

optimal dan terpercaya oleh publik.

H. SARAN

Terbukanya layanan permintaan e-book hasil kajian pemantauan pelaksanaan
undang-undang tentu dapat berpeluang adanya kekurangan, maka dengan
demikian diperlukan inovasi agar dapat menyesuaikan perkembangan zaman.
Perkembangan teknologi dimasa mendatang tentunya akan mempermudah
serta mempercepat kembali akses publik untuk mendapatkan informasi
sebagaimana hal ini sejalan dengan cita-cita core value ASN yaitu BerAKHLAK
serta SMART ASN.
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SEKRETARIAT JENDERAL

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
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FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN MENTOR
PADA PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2022
Nama Peserta : Rum Irbah Tsabita Nama Mentor : Antonius Sam Turnip, S. H
NIP : 199909142022022001
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan - Ahli Pertama- Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif
Isu Kegiatan  : Pembuatan Mekanisme Alur Permintaan Pihak Ekstemal atas Hasil Analaisis dan Evaluasi Pemantauan Undang-Undang oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang
’ Output Kegiatan Terhadap Keterkaitan Substansi Korkribusi Penguatan 1 | ‘
No. | Tanggal Tahapan Kegiatan Pemecahan Isu Mata Pelatihan terhadap Visi- Nilai Catatan Parat ‘
¥ Misi Oroanisil Mentor \mentor
Organisasi 9 l
Berkonsultasi dengan | 1. Laporan atas perolehan | Akuntabel Mendorong Akuntabel, Periu
senior  para analis informasi  data/dokumen | Melaksanakan  pemilihan | untuk menguatkan | memperhati
| pemantauan peraturan yang dapat di jadikan | terkait platform yang akan | terwujudnya tanggung kan pihak
perundang-undangan bahan rancangan | digunakan sebagai media | kualitas jawab dari | eksternal
legislatif, koordinator mekanisme  alur  dari | pengiriman/penyebarluasan | analisis  dan | Puspanlak UU | selaku
pemanataun undang- konsultasi dengan bertanggung jawab | evaluasi terhadap tugas | penerima
undang, dan Kapus Panlak |2. Laporan atas perolehan | dan cermat pemantauan pemantauan | layanan, |
I Uu. informasi  data/dokumen pelaksanaan undang- Memastikan | |
yang dapat di jadikan | Kompeten undang- undang. platform |
1. 08-08- bahan rancangan | Melaksanakan koordinasi | undang yang yang akan‘
2022 mekanisme alur dari survei | dan survei dengan tujuan | professional, Kompeten, digunakan
platform; memberkan yang ferbaik | hal ini ditandai | keterbukaan | sebagai 1
. Dokumentasi gambar | dan menjawab tantangan | inisiasi untuk | atas hasil | media '
kegiatan konsultasi. dari permasalahan membuka pemantauan | pengiriman,
‘ aksesibilitas membantu dan
‘ Harmonis publk  atas | para  analis | Mengingat
Kooridinasi dengan Kapus | hasil untuk  fterus | time  line |
serta para analis untuk | pemantauan belajar terlebih | pelaksanaa |
| k bersama-sama adanya n
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Kontribusi
Output Kegiatan Terhada Keterkaitan Substansi . | Penguatan ‘
No. | Tanggal Tahapan Kegiatan puPemegcahan Isu i Mata Pelatihan temaagg o Nilai (::tatan 1 t
isi entor | mentor
I Organisasi l l
Organisasi il | (I |
Survei platform yang akan membangun  lingkungan | undang- masukan dari | Tambahkan |
digunakan sebagai media kerja yang kondusif undang, pihak luar kelebihan
Pada kegiatan dan temuan |
Adaptif ini  kontribusi | Harmonis, platform \
Rencana dalam upaya | sejalan dengan | terhadap yang akan | |
membenkan inovasi dan | upaya pemberian digunakan \
mengembangkan  sarana | akuntabel atas | hasil
pada unit kerja kualitas pemantauan
analisis dan | maka secara
Kolaboratif evaluasi tidak langsung
Koordinasi juga waktu untuk | pemantauan menolong
saling memberikan | pelaksanaan | orang lain
1008 kesempatan kepada para | undang- yang
2. A analis untuk berkontnbusi, | undang dengan | membutuhkan
202 serta menggerakan | memperhatikan | disamping
pemanfaatan sumber daya | ketentuan dapat
yang fersedia pada unit | peraturan membenkan
kerja perundang- solusi  atas
undangan, persoalan
SMART ASN Hasil dukungan | yang terjadi.
Survel penggunaan | keahlian yang
platform pengiriman hasil | dilakukan atas | Loyal,  hasil
analisis dan evaluasi | pemantauan pemantauan
undang-undang  tersebut [ undang- undang-
mengandalkan mesin [ undang yang | undang yang [
pencarian informasivserta | semakin diberikan tetap '
pemilahan data. optimal menjaga l
[ Menulusuri ketentuan |1. Laporan atas analisis | Beronentasi Pelayanan sehingga rahasia Ketentuan | |
g 11-08- perundang-undangan telusuran ketentuan | Mengerjakan  rancangan | rakyat  yang | negara. jperatum; V )
| 202 perundang-undangan mekanisme dengan | membutuhkan perundang- |
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Output Kegiatan Terhadap | Keterkaitan Substansi Koptrbus menguatan Catat | Paraf |

No. | Tanggal Tahapan Kegiatan Pemecahan Isu Mata Pelatihan terha:?p. we- Nilai ,; atan ‘ t

Isi 1 entor mentor
Organisasi
: Organisasi | ~ | 1+ —
terkait ukuran/Batasan terkait ukuran/batasan | memahami kebutuhan | data .Adaplif, | undangan

' keterbukaan publik. keterbukaan publik; masyarakat, serta cekatan | pemantaun | kemudahan | yang akan

2. lLaporan atas informasi | dan solutif. menjadi akses dengan | digunakan |
keamanan platform yang terpenuhi; lsarana digital l dimasukan ,&/‘

, digunakan untuk | Akuntabel Sosialisasi ini yang l dan perlu | -
menginim/menyebariuaskan | Rancangan yang dibuat | yang dilakukan | merupakan diperhatikan | ‘
e-book hasil kajian dan | tidak  boleh membuka | diharapkan lbentuk proaktif | juga ‘ \
evaluasi pemantauan | peluang ketidak jujuran, | akan serta kebijakan | ;
pelaksanaan undang- | ketidak cermatan dan harus mendorong penyesuaian | yang ada | ‘
undang, efektif dan efisien. masyarakat dengan pada unit | ‘

D - |3 Draf konsep mekanisme proakiif kebutuhan | keja. | ?

Menelusuri  mekanisme alur permintaan e-book | Kompeten memberikan saat ini. Pilih format | |

keamanan platform untuk hasil kajian dan evaluasi | Rancangan yang dibuat | balasan  atas file yang? 1

mengirim/menyebarluaskan pemantauan pelaksanaan merupakan kegiatan tugas hasil Kolaboratif, memiliki .

e-book hasil kajian dan undang-undang, dengan kualitas  yang | pemantauan diterimanya keunggulan | 1
| evaluasi pemantauan (4. Dokumentasi gambar | terbaik. undang- hasil dari ‘ 1
\ pelaksanaan undang- kegiatan penelusuran undang pemantauan | keamanan | ]

undang. keamanan platform untuk | Adaptif sehingga undang- dan perlu —l“k ‘
| 4. 11-08- menginm/ Rancangan mekanisme alur | mendorong undang oleh | ditekankan

' 2022 menyebarluaskan  hasil | diupayakan unutk | masukan publiik tentu | agar
pemantauan undang- | berjalanan menyesuaikan kembali data | membuka watermark
undang. perkembangan. implementasi | kesempatan | yang ada |

pemantauan | berbagai pihak | pada file e- |

I Loyal yang  harus | untuk book itu |

\ Upaya keterbukaan dengan | direkap oleh | berkontribusi. | tercantumk |

. mekanisme alur permintaan | analis an. ;

‘rl’ Menyusun konsep alur dari pihak ekstemal tetap | pemantauan .

‘ 16-08- | permintaan e-book hasil berpengangan  dengan | peraturan |

| 5| 202 |kajan dan evaluasi ketentuan  perundang- | perundang- |

L mantauan _pelaksanaan undangan dengan ) _L ]
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‘ Output Kegiatan Terhada Keterkaitan Substansi Kontribusi‘ T Paraf |
’ No. | Tanggal Tahapan Kegiatan Pemegicahan Isu g Mata Pelatihan terha;?:‘ - ‘ ' l (;:;::z: mentor |
? Organisasi | Orjpmiless! 1 . o ,\
' undang-undang oleh pihak mengutamakan  menjaga | undangan ( '
eksternal rahasia jabatan dan negara. | legislatif, I ‘
|‘ Jangka \ “
) SMART ASN Panjang atas ‘ |
Sebelum mengirimkan hasil | laporan  dari W i
l analisis dan  evaluasi | program ‘ |
‘ undang-undang  kepada | aktualisasi ini ‘ ‘
‘» publik perlu memperhatikan | akan ‘
kemampuan analis dalam | meningkatkan ]
| mengenali, mempolakan, | dukungan |
| menerapkan, menimbang, | keahlian
) dan meningkatkan sedaran | utamanya ’
kemanan digital. pemantauan {
1 Melaporkan dan | 1. Laporan singkat hasil | Akuntabel dan Masukan |
‘ mengkonsultasikan  draf konsultasi  draf  alur | Pelaksanaan finalisai | pelaksanaan yang
| alur permintaan e-book permintaan dengan | dengan output surat edaran | undang- diberikan
hasil kajian dan evaluasi koordinator pemantauan | yang diterbitkan oleh Kapus | undang. perlu ‘
\ P 19-08- | pemantauan pelaksanaan undang-undang dan | Panlak UU merupakan dicatata __j,l"
‘ 2022 | undang-undang  kepada Kapus Panlak UU; bentuk kewenangan dan untuk
[ koordinator bidang | 2. Daftar catatan perbaikan | jabatan yang dimiliki. perbaikan.
pemantauan undang- draf  mekanisme  alur '
undang dan Kapus Panlak permintan e-book hasil | Harmonis
Uu. kajan dan  evaluasi | pada proses ini dilakukan |
‘ Melakukan evaluasi draf pemantauan pelaksanaan | evaluasi yang mana bentuk Tindak \
\ mekanisme alur permintaan undang-undang; untuk membangun lanjuti |
7 | 19-08- | e-book hasil kajian dan | 3. Hasil perbaikan draf alur | lingkungan kerja yang lebih sesuai ‘I __M |
1 2022 | evaluasi pemantauan mekanisme; baik. arahan. \ '
\ pelaksanaan undang- | 4. Sural Pengumuman ‘
\ undang. Kapus Panlak UU tentang | Kolaboratif \ 1 I
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| . Outpst Koglatan Terfiadap. | - Keterkallan Substanel |, 'oniribust
Tanggal Tahapan Kegiatan Pemecahan Isu Mata Pelatihan terha:‘?fi vk (:;:::: ,::,:?;r i
Organisasi —
Melaporkan hasil mekanisme alur | Pemberian  kesempatan | —_ _xiﬁasukain
mekanisme alur permintaan permintaan e-book hasil | pada proses evaluasi untuk serta
pihak eksternal atas e-book kajan dan  evaluasi | menyempurnakan kembali kekurangan '
19-08- | hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan | mekanisme alur permintaan harap ‘ _/b,
2022 | pemantauan pelaksanaan undang-undang; hasil analisis dan evaluasi segera '
undang-undang  kepada | 5. Dokumentasi  gambar | undang-undang. dilengkapi | "
Kapus Panlak UU. kegiatan finalisasi dan ‘
mekanisme alur | SMART ASN diperbaiki. |
Penerbitan Surat permintaan e-book hasil | Setelah diterbitkan surat Perhatikan | '|
Pengumuman Kapus kajan dan evaluasi | edan maka terjadi revolusi ketentuan ! ‘
23.08- Planlak uu atas mekanisme pemantauan pelaksanaan perpirydahan dokumen hasi! pada lata | M
2022 alur pqmntaan e-bools undang-undang. analisis dan  evaluasi naskah di |
hasil kajian dan evaluasi pemantauan undang- Sekretariat
pemantauan pelaksanaan undang melalui  dunia Jenderal l
undang-undang. digital. . DPRRI.
Merancang Infografis |1. Infografis mekanisme alur | Beronentasi Pelayanan | Sebisa
mekanisme alur permintaan permintaan e-book hasil | Sosialisasi  penyebaran mungkin
30-08- e-book hasil kajian dan kajan  dan  evaluasi | mekanisme  permintaan menarik dan
2022 evaluasi pemantauan pemantauan pelaksanaan | sudah  ditujukan  untuk mudah
pelaksanaan undang- |  undang-undang; memberikan akses dipahami. |
undang yang akan di|2. Laporan dingkat hasil | kemudahan kepada ;
~ |unggah. koordinasi dengan admin | publikistakeholder atas E !
Berkoordinasi dengan website dan sosial media | hasil pemantauan undang- BT |
05.09. | 8dmin webste Puspanlak |  milik Puspanlak UU; undang. o ;?;7:?: }
" | UU dan admin sosial media |3. Dokumentasi bukti
2022 _ dan jadwal ,#U"
Puspanlak UU. unggahan dari website dan | Akuntabel upload ]
media  sosial  milik | Bentuk transparansi serta inforgafis
05.09. | Mengungah Infografis | Puspanlak UU. kejujuran  atas  hasil 2 :
2022 mekanisme alur permintaan pemantauan undang- f
e-book hasil kajian dan |
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Tanggal

——

Tahapan Kegiatan

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu

Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan

Kontribusi |

|

terhadap Visi- |
Misi

evaluasi pemantauan
pelaksanaan undang-
undang pada laman
website dan sosial media

Puspanlak UU

undang
bertanggung jawab.

secara

Kompeten

Ketika publik mendapatkan
hasil pemantauan undang-
undang maka secara
langsung membantu pihak
lain yang membutuhkan
kajian  dimaksud  untuk
belajar.

Kolaboratif

Pembenan  kesempatan
kepada publik atas hasil
pemantauan undang-
undang akan mempersuasi
pihak-pihak untuk
berkontribusi dalam proses
legislasi nasional.

SMART ASN

Dunia digital merupakan
ruang tanpa batas sehingga
akses penyebarluasan alur
permintaan hasil analisis
dan evaluasi  undang-
undang menjadi  lebih
efektif.

|

Otganisasl_L

Catatan
Mentor

Paraf
| mentor ‘

70



SEKRETARIAT JENDERAL

. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

—“1"’"'"'7'17"— TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715423 /5715925 LAMAN : www.dpr.go.id
] Kontribusi | '
Output Kegiatan Terhada Keterkaitan Substansi . Penguatan |
No. | Tanggal Tahapan Kegiatan puPemcsa,‘cahan Isu ' Mata Pelatihan Setadap Woi: nr?ilai Catatan Par?f u
M'?' Organisasi Nenior o \
Organisasi 2l A S
Pengumpulan data, bukti, |1. Kompilasi bukti kegiatan | Berorientasi Pelayanan Kompilasika |
serta dokumen pendukung laporan aktualisasi yang | Laporan yang dibuat bisa n evidenc | !
12-00- dan hasil kegiatan tertuang dalam lampiran; | memancing perbakan tiada secara urut | \
13. 2022 aktualisasi. 2. Laporan aktualisasi; henti dan menjadi sumber untuk |
3. Laporan singkat hasil | referensi. mempermu | l
koordinasi atas finalisasi dah 1 \
laporan dengan mentor. Kompeten pembaca. | |
Menyusun laporan Hasil laporan yang telah | Penyusuna | l
kegiatan. dibuat diharapkan dapat n laporan |
bermanfaat bagi orang- sesuai |
14-09- orang yang ingin belajar dan dengan —ﬁ»‘"
14. 2022 membuat aktualisasi. ketentuan
dan format
‘ Adaptif yang
1 Aksesibilitas publik atas diberikan. —
[ Finalisasi laporan dengan hasil analisis dan evaluasi Persiapkan
‘ berkoordinasi ~ dengan undang-undang  dengan bahan
mentor. dimudahkan melalui sarana paparan
digital merupakan suatu serta
" inovasi. perbaiki ‘/’- ,
15. , kata yang .
2022 Kolaboratif masih typo.
Laporan  yang  ditulis
| diharapkan menjadi bentuk ‘
\ sumber  daya  untuk ‘
. kemajuan bersama. L ]
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Lampiran Kendali Mentor dapat diakses juga melalaui link dan gr code dibawah ini.

Link: https://bit.ly/LampiranAktualisasiPuspanlakl
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Lampiran 2 Kartu Kendali Coach

X

= @

SETIEN DPR o
P o . -

SEKRETARIAT JENDERAL

'\‘ﬁ, 2 &- . DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 /5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN COACH
PADA PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2022

Nama : Rum Irbah Tsabita Nama Coach: Muhammad Haqiki Noviar, S.P., M.M.
Instansi: Sekretariat Jenderal DPR RI
NIP  :199909142022022001
No Ténggal Isu Permasalahan Yang Dibahas Media Komunikasi Rekomendasi Pembimbingan Tanda Tangan
*| Pembimbingan Coach
4 |~Kedawan 1, Rengguncan platorn \axukan  pencarian  plarform
2470602917 | yq jap dijangeau masgaraat| | argsung 4q wudan & fleesivel Wk mengin
[ xegatan 7. bneka  Forma Yang Mencar  Forman dehgan sedilkt
01 - A~ 2OLL | memiliki kexurangon pd M‘sﬂ‘g \,w\qguan‘: kekurangan . ng
keg\atan 2, Kobin “msm eengquI omblinost davi  \ne % @arade
O7- 00 - '1011’ aan Wk | ba \,O\V\()\ﬁ\)\no) w
- kegtatan 4. Qonuampotan lagorad Menylapkan Testimoni %
oy % ¥
|5 - 99- 10 y Menanuakan persiapan presentas \,O\V\O\g\M\O) 8 ducbingan  unit erja
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Lampiran Kendali Coach dapat diakses juga melalaui link dan gqr code dibawabh ini.

Link: https://bit.ly/LampiranAktualisasiPuspanlak?
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Lampiran 3 Output Kegiatan

Lampiran Kendali Coach dapat diakses juga melalaui link dan gqr code dibawabh ini.

Link: https://bit.ly/LampiranAktualisasiPuspanlak3
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